
 

 

 

BUPATI JOMBANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JOMBANG 

NOMOR 29 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 88 

TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

Menimbang  : a. bahwa untuk menyediakan anggaran penanganan Corona 
Virus Disease 2019 melalui belanja tidak terduga untuk 

mendukung operasional pendirian rumah sehat dan 
pemulasaraan jenazah korban Corona Virus Disease 2019, 

maka perlu melakukan pergeseran anggaran untuk 
mencukupi kebutuhan belanja tidak terduga melalui 
mekanisme Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 

Jombang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Jombang Tahun Anggaran 2021;  
 b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021 dalam Peraturan Bupati; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

SALINAN 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang-Undang   Nomor 28 Tahun 2009 tentang  Pajak  
Daerah  dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6398); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  109  Tahun  2000  tentang  

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4972) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  6177); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5161); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5533) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  6523); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6041); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323) 

25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; 
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26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual pada Pemerintah Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

30. Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2020 
tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

menurut Daerah Provinsi/Kabupaten Kota Tahun Anggaran 
2021; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005 Nomor 3/E, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 
104); 

33. Peraturan  Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun  
2006  tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 
15/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Daerah 

Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun  2017 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 
8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 

Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang 

Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 
3/D); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 10/C); 
37. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 
2017 Nomor 6/A) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 60 Tahun 

2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 
Nomor 60/A); 
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38. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E); 
39. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 
Tahun 2020 Nomor 1/B); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2020 Nomor 2/C); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 

4/A); 
42. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2020 

tentang Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 

Tahun 2020 Nomor 5/C); 
43. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2020 Nomor 6/C); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Jombang Tahun 2020 Nomor 15/A); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG 
NOMOR 88 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2021. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini  yang dimaksud dengan: 

1. Pengelolaan  Keuangan  Daerah  adalah  keseluruhan 

kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  penganggaran, 
pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 
2. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang 

selanjutnya  disingkat  APBD  adalah  rencana  keuangan 

tahunan  daerah  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan 
Daerah. 

3. Pedoman  Penyusunan  APBD  adalah  pokok  kebijakan 
sebagai  petunjuk  dan  arah  bagi  pemerintahan  daerah 

dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.  
4. Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati sebagai  unsur 

penyelenggara  pemerintahan  daerah  yang  memimpin 

pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

5. Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan 
pemerintahan  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  Dewan 

Perwakilan  Rakyat  Daerah  menurut  asas  otonomi  dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik 

Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

6. Bupati adalah Bupati Jombang. 
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7. Penerimaan  Daerah adalah  uang  yang  masuk  ke kas 

Daerah. 

8. Pengeluaran Daerah adalah  uang  yang keluar  dari  kas 

Daerah. 

9. Pendapatan  Daerah adalah  semua  hak  Daerah  yang  

diakui sebagai  penambah  nilai  kekayaan bersih  dalam 

periode tahun  anggaran  berkenaan. 

10. Belanja  Daerah  adalah semua kewajiban  Pemerintah 
Daerah  yang diakui  sebagai  pengurang  nilai kekayaan 

bersih dalam  periode  tahun  anggaran berkenaan. 

11. Pembiayaan  adalah  setiap  penerimaan  yang perlu  dibayar 
kembali dan/atau  pengeluaran  yang akan diterima kembali,  

baik  pada  tahun  anggaran  berkenaan  maupun pada 

tahun-tahun  anggaran berikutnya. 

12. Dana Cadangan  adalah  dana yang  disisihkan  untuk 
mendanai  kebutuhan  pembangunan  prasarana  dan sarana 
Daerah  yang  tidak  dapat dibebankan  dalam  1 (satu)  

tahun anggaran. 

Pasal 2 

Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  tahun  anggaran  
2021  semula sebesar  Rp 2.766.852.238.118  

bertambah/berkurang  sebesar  Rp  26.765.054.821,-  sehingga  
menjadi Rp 2.793.617.292.939,- dengan rincian sebagai berikut: 
1.  Pendapatan daerah 

a. Semula             Rp 2.636.617.292.939,- 
b. Bertambah/(berkurang)      Rp             0,-   

Jumlah pendapatan daerah 
setelah perubahan     Rp 2.636.617.292.939,- 

2.  Belanja daerah 
a. Semula               Rp 2.793.617.292.939,-  
b. Bertambah/(berkurang)     Rp              0,-  

Jumlah belanja daerah 
setelah perubahan   Rp 2.793.617.292.939,- 

3.  Pembiayaan daerah 
a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula             Rp    197.000.000.000,- 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp                            0 
Jumlah penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan   Rp    197.000.000.000,- 
b.  Pengeluaran pembiayaan 

1) Semula             Rp      40.000.000.000,- 
2) Bertambah/(berkurang)   Rp                            0 

Jumlah pengeluaran pembiayaan 
setelah perubahan   Rp     40.000.000.000,- 

Jumlah pembiayaan neto 

setelah perubahan     Rp   157.000.000.000,- 
Sisa lebih pembiayaan anggaran 

setelah perubahan    Rp                           0 
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Pasal 3 
 

Uraian lebih lanjut perubahan penjabaran anggaran pendapatan 

dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari peraturan Bupati ini terdiri dari : 

1. Lampiran I Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2021 yang 
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, 

Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II Penjabaran  APBD Tahun Anggaran 2021 
Menurut Urusan Pemerintah Daerah, 

Organisasi, Program, Kegitan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan 

Besaran Hibah; 

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan 
Besaran Bantuan Sosial; 

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan 
Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum 

dan bersifat khusus; 
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan 

Besaran belanja bagi hasil; 

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut 
Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, 

Program, Kegitan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan; 
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak 

Bumi dan Pertambangan Gas 

Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas 
Bumi*) Menurut Urusan Pemerintah Daerah, 

Organisasi, Program, Kegitan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur 

Menurut Urusan Pemerintah Daerah, 

Organisasi, Program, Kegitan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah 

Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah 
Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang 
APBD dan Rancangan Perkada tentang 

Penjabaran APBD dengan Program Prioritas 
Perbatasan Negara.   

 

 

 

Pasal 4 
Lampiran  sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  3  merupakan  
bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan  Bupati ini. 
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Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Jombang. 

 Ditetapkan di Jombang 

 Pada tanggal  28 Juli 2021 

                                              BUPATI JOMBANG, 

 

ttd 

 

                MUNDJIDAH WAHAB 

 

Diundangkan di Jombang 

pada tanggal 28 Juli 2021                                                                                                                                                                                                                                                                          

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN JOMBANG,  

 

           ttd 

 

     AKH. JAZULI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021 NOMOR  29/A 
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